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KEPALA DINAS PENDIDIKAN
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Tentang
PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERIL 4 PADANG BATUNG

Menimbang

Mengingat

hahwa dalam rangka mendukung penuntagsan program wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 {Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata,
geria memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemeratasn pelayanan
pendidikan perfu didakung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
peran serta masynrakat;

bahwa berdasarkan pertimbangon sehagaimana dimaksud dalam
huruf a , huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikam .

. Undang-Undang Momor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukin Daerah
Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1959 Momor 72, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor [320) ;

Undang-Undang Momar 4 Tabun 1979 tentang Kescinhteraan Anak
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 )
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional {Lembaran Negarm Republik Indonesip Tahun 2003 Nomor
78, tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4301 );
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah
{Lemboran Megara Republik Indopesin Tahun 2004 Nomor
|25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437)
sebagaimana teloh diubah oeberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Megare Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor
50, Tarnbahan Lembaron Negara Republik Indonesia Nomor 4844
Permuran Pemerintah Republik Indonesia Momor 38 Tahun 19492
tentang Tensga Pendidikan sehagnimann felah divkah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200d;

Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Momor 39 Tabun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenongon Pemerintah dan Kewenongan Provinsi schagai
Deserah Otonom; ’




8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
[Jrusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemeriniah [sersh Provinsi
, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Bota {Lembamn Negar
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembarun
Negara Reppblik Indonesia Nomor 4737

9. Peraturan Pemerinish Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaa pendidikan,

10. Persturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 17 Taum 2010
tentang Penpelolsan don Penyvelenggaman Pendidikan Sebagaimann
telah diubah dengan Peraturan Pemenintah Nomor 56 Tahun 2010;

11. Permturnn  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentung Perubahan Peraturin Pemerintah Republik Indonesin Nomaor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

12, Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Republik Indonesia
MNomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendinan , Perubahan |
dan Penutupan Satuan Pemeriniah Dasar dan Menengah;

13, Peraturan Daerah Kobupaten Hulu Sungad Selatan Momor 20 Tahun
2000 Tentang Kewcnangan Pemerintah Kabupaten Hulo Sungai
selntan;

14. Peraturan Dpernh Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selstan Tahun 2007 Nomor 25,
Tembaban Lembaran Dacrah Kabupmen Huha Sungai  Selatan
MNomor 1109;

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tohun
2007 tentang Pembentukan Sosunan Organisasi dan Tata Kerja
Dhines-Dings  Daerah Kabopaten Hulu Sungni Selstan (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4,
Tambghan Lembaran Daerah Kabupaten Hulo Sungai Selstan
Momor 4), schagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dacrah
Momor 1 Talm 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Momor 29 Tehun 2007 tentang Pembentokan Susunon Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Deernh Kabupaten Hula Sungai Selatan
(Lembaran Daetah Hulu Sungai Selotan Tahun 2012 Momor |
Tambihan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungni Selatan);

| 6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daersh Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tabun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran
Duerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ).

MEMUTUSKAN

MENETAPEAN :
KESATL Memberikan Ijin Operasional kepada :
Rumpun Pendidikan : Sckolash Mcoengnh Pertama Negeri 4
Padang Batung
Alamat ¢ Desa Malilingin
Kecamatan ¢ Padang Batung
Kabupaten ¢ Huhus Sungni Selatan

KEDLA

Sekolah Menengsh Pertoma Megeri 4 Padang Batung scbagnimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyal tugas dan fongsi
untuk menyelengparakan kegiatan pembelgjarsn  Sesuai  jenjang
pendidikannya dan memelihara relevansi isinyn dengan kebutuhan
masyarakal dengan berpedoman  kepada  ketemfusn - perafuran
perundang-undangan; =



KETIGA - Bisya yeng timbul akibat ditesbitkannya Keputusan ini bersumber
dari penyclenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan
sumber bnin vang sah;

KEEMPAT :  Kepumusan ini berlaku sejuk tanggal ditetapkan, denpgan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliraan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimann mestinya.

¢ Kandangan
= 20 Juni 2016

Tembusan :

Bupati Hulu Sungai Sciatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selagan
Up. Kabid Bina SMF di Banjarmasin

Arsip.

] el




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIEAN
KABLUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 808 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN LN OFERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
PADANG BATUNG

-

DAFTAR : KELEMBAGAAN SERKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 4 PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor
T Keleml Mama Selolah Alamat
1 2 3 4
1. | 20011506034 SMPN 4 Padang Batung Desa Malilingin

: M.Si
aflar =
NIP. 19681010 31004




